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Pemkab Melawi Akan Terus
Benahi Persoalan Aset

NANGA PINOH, SP -
Persoalan  aset Pemkab’
Melawi vang belum tertata
baik membuat kabupaten
ini mendapat opini Wa-
jar. Dengan Pengecualian
(WDP) dalum  penilaian
Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) Republik Indo-
nesia. Karena itu, Pemkab
Melawi berupava untuk
membenahi persoalan
aset.

Bupati Melawi, Panji
saat  ditemui  beberapa
waktu lalu mengatakan,
selama  ini. aset Melawi
kerap menjadi bahan dan
menjadi catatan oleh BPK.
Karena masih banyak aset
daeraly vang harus ditun-
taskar.

“Ada aset vang sudah
bersertifikat, tapi ketika di-
ukur dilapangan ternyata
luasnya  masih  kurang
atau temipatnyva tidak ter-

lalu tepat. Ini yang harus
disesuaikan,” katanva.

Panji juga mengung-
kapkan, ada beberapa
aset yang nilainya belum
sepenuhnya bisa dihitung,
karena dahulu aset terse-
but merupakan pelimpa-
han dari kabupaten induk
(Sintang) saat pemekaran
kabupaten.

“Bahkan aset Provinsi
juga ada disini dan bukti
kepemilikan yang sah be-
lum cukup lengkap, walau
sebenarnya memang tidak
ada masalah.” katanya.

Dilanjutkannya,
pemerintah tentunya mau
persoalan aset ini bisa
segera dituntaskan. Lang-
kah pemerintah saat ini
untuk  membenahi  aset
tersebut dengan melaku-
kan inventarisasi aset,
statusnya  seperti  apa,
kemudian  menegaskan

aset tersebut milik Kabu-
paten Melawi atau milik
Provinsi Kalbar.

“Kala masih ada aset
provinsi vang tidak rter-
Jalu banvak. dan kita juga
punya tanah atau aset lain
vang berdampingan, bo-
leh kita tukargulingkan.
Yang ini misalnya tanah
provinsi kita serahkan dan
aset provinsi di bidang lain
kita minta. Tapi tentu kita
melihat aturan,” jelasnya.

Panji menegaskan, ia
ingin memperjelas sta-
tus kepemilikan aset di
Melawi. Bila memang ini
bukan aset pemerintah,
maka diserahkan kepemi-
likannya pada vang ber-
hak. e

“Namun, bila ini meru-
pakan aset pemerintah,
maka legal formalnya juga
harus dilengkapi,” pung--
kas Panji. (eko/jee)
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